[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu instrumen
penting yang memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka
mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.  bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang
kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan

kemudahan penanaman modal di Daerah;

C. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi perlu
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Berinvestasi;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6330);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

61);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Timur Nomor
7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Timur Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf j dihapus sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal

yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

5w

e

memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan
masyarakat;

menyerap banyak tenaga kerja lokal;

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal,
memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan
publik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk
domestik regional bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

dihapus;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau
peralatan yang diproduksi dalam negeri;

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program
prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau

berorientasi ekspor.



2. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
HENDRI YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.12/2025).

engan aslinya

@ .' 7:. JIAN HUKUM,

NIP.197106Q2 200604 1 005



I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

UMUM

Kabupaten Belitung Timur harus mempunyai kapasitas yang memadai
serta mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan investasi, agar modal yang
ditanam maupun yang akan ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas
Kabupaten Belitung Timur sebagai pemerintah daerah adalah memastikan
bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang
lebih baik. Berdasarkan:

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah
dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat
dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 penjelasan umum Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik
swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedayakan lagi, baik dalam
pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan
pelayanan penanaman modal”. Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan atau dekonsentrasi. oleh karena itu, peningkatan
koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan
pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang
berdaya saing.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah,
sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi
hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Berinvestasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan daerah
dimaksud, terdapat beberapa ketentuan pasal yang harus disempurnakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 143



